BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR -2 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam hal
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil
evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD dan
rancangan peratiuran bupati/wali kota tentang penjabaran
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS
serta RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan
dimaksud menjadi perda dan peraturan bupati/wali kota;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan
Plafon Anggaran yang telah disepakati Pemerintah Daerah
bersama DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907),

w‘ &4



2.

10.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonepsia Nomor 6697);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 799);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PKABUPATEN SORONG
dan
BUPATI SORONG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp1.597.559.180.000,00
b. Belanja Daerah Rp1.688.093.269.125,00 (-)
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Surplus/(Defisit) Rp. 90.534.089.125,00

c. Pembiayaan Daerah :

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp 91.534.089.125,00

penyertaan modal (investasi) pemerintah Rp 1.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Rp 0,00
Pembiayaan Netto Rp (90.534.089.125)(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun
Berkenaan : Rp. 0,00
Pasal 2

Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 101.875.664.000,00
b. Pendapatan Transfer Rp 1.495.683.516.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 0,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah Rp 17.700.000.000,00
b. Retribusi Daerah Rp
1.795.808.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Rp. 2.278.580.000,00
Dipisahkan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 80.101.276.000,00

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp1.485.683.516.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 10.000.000.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan  Rp. 0,00
Peraturan Perundang-Undagan

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Operasi Rp1.128.151.541.862,00
b. Belanja Modal Rp 309.168.605.463,00
c. Belanja Tidak Terduga Rp 2.015.000.000,00
d. Belanja Transfer Rp 248.758.121.800,00

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
belanja :

a. Belanja Pegawai Rp 553.197.966.500,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp 477.907.104.968,00
c. Belanja Bunga Rp 0,00



(3)

(4)

(2)

(3)

d. Belanja Hibah Rp 87.758.690.294,00
e. Belanja Bantuan Sosial Rp 9.287.780.100,00

Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja :

a. Belanja Modal Tanah Rp 268.950.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 49.170.396.569,00
c. Belanja Modal Gedung & Bangunan Rp 132.083.777.894,00
d. Belanja Modal Jalan. Jaringan & Irigasi Rp 124.367.475.850,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 3.278.005.150,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp 0,00

Belanja Tidak Terduga Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari
belanja :

Belanja Tidak Terduga Rp 2.015.000.000,00
Belanja Transfer Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis

belanja :
Belanja Bantuan Keuangan Rp 248.758.121.800,00

Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Pengeluaran Rp 1.000.000.000,00
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Rp 91.534.089.125,00
b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 0,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan:

a. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah  Rp 1.000.000.000,00
b. Pembayaran pokok utang Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

L,

Lampiran | Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran Il Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta
Sub Keluaran;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;



6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;

Lampiran VII Singkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;

8. Lampiran VIII Singkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD
dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;

N

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal ¢ ;,r:1 2024
’_'--.."_ -4

Diundangkan di Aimas

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
DAYA:( 2 /10 [2024)




Lampiran | ; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong
Nomor -  Tahun 2024
Tanggal 10 0T 11 2024
KABUPATEN SORONG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
el PENDAPATAN DAERAH
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 101.875.664.000,00
4101 Pajak Daerah 17.700.000.000,00
41.02 Retribusi Daerah 1.795.808.000,00
4103 Hasil Pengelolaan Kékayaan Daerah yang Dipisahkan 2.278.580.000,00
41.04 Lain-lain PAD yang Sah 80.101.276.000,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.495.683.516.000,00
4201 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.485.683.516.000,00
4202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 10.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan 1.597.559.180.000,00
5 BELANJA DAERAH
51 BELANJA OPERASI 1.128.151.541.862,00
51.01 Belanja Pegawai 553.197.966.500,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 477.907.104.968,00
5.1.05 Belanja Hibah 87.758.690.294,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 9.287.780.100,00
5.2 BELANJA MODAL 309.168.605.463,00
5201 Belanja Modal Tanah 268.950.000,00
5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.170.396.569,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 132.083.777.894,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 124.367.475.850,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.278.005.150,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.015.000.000,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.015.000.000,00
54 BELANJA TRANSFER 248.758.121.800,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 248.758.121.800,00
Jumilah Belanja 1.688.093.269.125,00
Total Surplus/(Defisit) -90.534.089.125,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 91.534.089.125,00
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 91.534.089.125,00




KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.000.000.000,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 1.000.000.000,00
o Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1.000.000.000,00
Pembiayaan Netto 90.534.089.125,00
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00
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